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Praktik Kerja Lapangan merupakan program bagi mahasiswa untuk dapat 
mengaplikasikan teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam 
dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 40 hari pada Kantor 
Walikota Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota 
Administrasi Jakarta Selatan di Jalan Prapanca Raya No. 9 Blok B Lantai 9, 
Jakarta Selatan mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai 31 Agustus 2017. Selama 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan melaksanakan 
beberapa tugas yang diberikan atasan seperti pengecekan invoice dan data 
tracking, mengisi e-billing SSE, dan mengisi Monev Realisasi Anggaran. Dengan 
dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan mendapatkan 
gambaran mengenai lingkungan kerja secara nyata, serta bagaimana proses kerja 
akuntansi yang dilakukan pada Kantor Walikota Suku Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Kompetensi merupakan kata kunci penting di dunia kerja saat ini. 
Selain berguna untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. 
Kompetensi juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.Salahsatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut 
adalah dengan meningkatkan kualitas atau kompetensi Sumber Daya 
Manusia (SDM). 
Saat ini, latar belakang pendidikan angkatan kerja Indonesia masih 
didominasi oleh lulusan menengah ke bawah (SD-SMP) sebesar 60 persen. 
Dengan rendahnya tingkat pendidikan, mereka akan terjebak pada profesi 
tertentu dengan standar kesejahteraan yang rendah.Oleh karenanya, 
pemerintah terus mendorong program percepatan peningkatan kompetensi 
dan sertifikasi profesi. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat 
yang memiliki keterbatasan latar belakang pendidikan, sehingga mereka 
mampu up grading skill dan mendapatkan sertifikasi profesi yang diakui di 
dunia kerja.Selain percepatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi 
profesi, pemerintah juga telah mencanangkan Program Pemagangan 
Nasional, Menuju Indonesia Kompeten pada Desember 2016. Program ini 
turut melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam pelaksanaannya. (Sumber 
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:http://news.liputan6.com/read/3033325/kompetensi-menjadi-kata-kunci-
penting-di-dunia-kerja-saat-ini) 
Dalam dunia pendidikan, hubungan antara teori dan praktik 
merupakan hal yang penting untuk membandingkan serta membuktikan 
sesuatu yang telah dipelajari dalam teori, dengan keadaan sebenarnya di 
lapangan. Perguruan tinggi merupakan institusi yang memiliki peran yang 
sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan 
peningkatan daya saing bangsa. Tidak hanya memberikan ilmu melalui 
teori, tetapi perguruan tinggi juga memberikan kesempatan terhadap 
mahasiswa/i nya untuk menerapkan apa yang telah dipelajari selama masa 
perkuliahan melalui praktik kerja lapangan atau yang biasa disingkat PKL. 
Praktik Kerja Lapangan ini adalah salah satu bentuk implementasi 
sistematis dalam program pendidikan dengan program penguasaan 
keahlian yang diperoleh lewat kegiatan kerja secara langsung di dunia 
kerja. Praktik Kerja Lapangan sendiri sebenarnya sangat menguntungkan 
bagi para mahasiswa/i. Selain untuk menambah pengalaman kerja, 
mahasiswa juga tidak akan kalah dalam bersaing dengan para peserta yang 
mengikuti program yang diadakan pemerintah diatas.  
Apalagi mahasiswa sebagai calon tenaga kerja juga harus bisa 
tumbuh seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dalam Praktik 
Kerja Lapangan, sangat diharapkan  mahasiswa dapat melatih skill, 
keterampilan, disiplin, tanggung jawab dan attitude dalam dunia kerja. 
Mahasiswa juga diharapkan dapat mendapat wawasan yang lebih luas 
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terhadap pandangan di dunia kerja. Mahasisawa juga dapat 
menumbuhkansifat profesionalisme dalam bekerja. Sifat-sifat tersebut 
akan dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja nanti.  
Mengingat sulitnya menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 
berkualitas, maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan 
dan menyediakan sarana dan program pendukung untuk menghasilkan 
lulusan yang baik dan handal. Maka dari itu, Universitas Negeri Jakarta, 
khususnya Program Studi Akuntansi, mewajibkan masiswa/i untuk 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau 
perusahaan swasta sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mata kulian 
Praktik Kerja Lapangan. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor 
Walikota Jakarta Selatan bagian Suku Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kegiatan PKL 
ini dilaksanakan dalam rangka seminar PKL dan selanjutnya 
menyelesaikan tugas akhir penyusunan Karya Ilmiah sebagai salah satu 
persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Maksud dari PKL ini, yaitu : 
a. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan sebagai persyaratan 
kelulusan program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta 
b. Memberikan gambaran dan pengalaman secara langsung tentang dunia 
kerja kepada praktikan. 
c. Membangun dan mengembangkan sikap tanggung jawab dan 
profesionalisme dalam bekerja. 
d. Menerapkan ke dunia kerja apa yang sudah dipelajari selama 
perkuliahan sampai sekarang. 
e. Untuk mencari tahu bagaimana lingkungan tempat bekerja yang akan 
di tuju sebelum memasuki dunia kerja nyata. 
f. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia 
kerja. Mahasiswa harus belajar apa yang harus didahulukan serta solusi 
dan perbuatan atas pengambilan keputusan permasalahan-
permasalahan. 
Tujuan dari PKL ini, yaitu : 
a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan mahasiswa. 
b. Untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman bekerja di dunia 
nyata. 
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c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat beradaptasi 
mulai dari bersosialisasi, berinteraksi, bekerja sama dengan lingkungan 
kerja yang sebenarnya. 
d. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan atau instansi di mana 
mahasiswa ditempatkan. 
e. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 
kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan masyarakat. 
f. Melatih mahasiswa untuk dapat memiliki mental yang kuat, pantang 
menyerah, dan menjadi tenaga yang profesional. 
 
C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 
Bagi Mahasiswa  
a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
b. Membentuk pola pikir mahasiswa agar terkonstruktif baik serta 
memberikan pengalaman dalam dunia kerja. 
c. Mengenalkan mahasiswa dalam pekerjaan lapangan di dunia kerja 
sehingga dapat beradaptasi dengan baik ketika terjun langsung sebagai 
pekerja. 
d. Sebagai bentuk pengakuam dan penghargaan bahwa pengalaman kerja 
sebagai bagian dari proses pendidikan. 
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e. Dapat belajar mengatasi kendala-kendala yang terjadi dan bagaimana 
cara mengatasinya dalam pekerjaan. 
f. Dapat menyiapkan langkah-langkah dlam memasuki dunia kerja di 
masa mendatang. 
Bagi Kantor Walikota Sudin PRKP 
a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 
kelembagaan. 
b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis 
antara instansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang terlibat. 
Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum 
yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan 
tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat mewujudkan konsep link and 
matchdalam meningkatkan kualitas layanan pada stakeholder. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Walikota Suku Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta 
Selatan sebagai Staff Bendahara. Praktikan memilih instansi ini karena 
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praktikan ingin mengetahui bagaimana pekerjaan di instansi pemerintah, 
dan apa perbedaan akuntansi dengan akuntansi pemerintah. 
Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat 
pelaksanaan PKL : 
Nama Perusahaan  : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
 Kantor Walikota Blok B Lt. 9 
Alamat  : Jalan Prapanca Raya No. 9, Petogogan, Kebayoran 
Baru, Kota Jakarta Selatan 
Nomor Telepon  : 021 - 7247504 
Faximile  : 021 - 7247504 
e-mail   : sdpgpjs@gmail.com 
website   : www.dpgpjakarta.com 
 
 
E. Jangka Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu praktikan melaksanakan PKL di Kantor Walikota Jakarta 
Selatan ini terhitung sejak Senin, 10 Juli 2017 hingga 31 Agustus 2017. 
Berikut adalah tahapan rincian pelaksanaan PKL : 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat 
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan (BAAK) dengan ditujukan kepada Suku Dinas 
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Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi 
Jakarta Selatan. Setelah surat permohonan dibuat, praktikan langsung 
memberikan surat permohonan PKL kepada Suku Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
sekaligus melakukan interview. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Pelaksanaan PKL di Kantor Walikota Jakarta Selatan dimulai pada 
tanggal 10 Juli 2017 hingga 31 Agustus 2017 yang dilaksanakan setiap 
hari kerja. Jam kerja di Kantor Walikota dimulai sejak jam 08.00 pagi 
sampai 17.00 dengan pengecualian untuk hari Senin datang jam 07.30 
untuk apel pagi sampai 17.00 dan Jumat dimulai pukul 07.30 untuk 
senam bersama sampai 16.30. 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata 
kuliah PKL dan memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi 
Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Praktikan menyusun laporan berdasarkan data perusahaan dan apa 
yang praktikan kerjakan selama PKL di Suku Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan. 
Pada tahap penulisan laporan PKL ini, praktikan banyak dibantu oleh 
dosen pembimbing dengan membetikan kritik, saran dan masukan 
dalam menulis laporan PKL ini. Praktikan menyusun laporan Praktik 
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Kerja Lapangan ini pada bulan November 2017 sampai dengan bulan 
April 2018. 
 
 
 
10 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah Singkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman 
Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) Provinsi DKI 
Jakarta merupakan gabungan dua (2) instansi antara Dinas Perumahan 
dengan Kantor Tata Bangunan Gedung (KTBG) yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 
2009 tanggal 24 Agustus 2009. 
Secara historis, pada awalnya Kantor Urusan Perumahan menjadi 
cikal bakal pembentukan Dinas Perumahan. Pada tahun 1982 kedudukan 
Dinas Perumahan diakui sebagai salah satu unsur pelaksana daerah di 
bidang perumahan serta urusan lain sesuai dengan Peraturan Daerah No 10 
tahun 1982. 
Berkaitan dengan kondisi wilayah di DKI Jakarta yang masih 
ditemui banyak area-area yang ditempati oleh warga pendatang di lahan 
yang bukan miliknya seperti bantaran kali, pinggir rel Kereta Api maupun 
di bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi. Hal ini yang menimbulkan 
daerah-daerah kumuh baru. 
Sejak lama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki 
instansi yang menangani daerah kumuh yang sudah dimulai sejak tahun 
1963. Program ini dikenal dulunya dengan Kampoong Improvement 
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Program (Program Perbaikan Kampung) atau Proyek Muhamad 
Husni Thamrin (MHT) yang ditangani oleh Badan Pelaksana 
Pembangunan Proyek Muhamad Husni Thamrin (Bappem MHT). 
Dikarenakan fungsi dari badan ini memiliki kesamaan dengan Dinas 
Perumahan maka dileburlah dua instansi ini berdasarkan Keputusan 
Gubernur Nomor 1147 Tahun 1993. Sehingga tugas dan tanggung jawab 
Dinas Perumahan menjadi semakin luas dalam melaksanakan penanganan 
pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah DKI Jakarta. 
Sesuai PERGUB No. 274 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tanggal 29 
Desember 2016, DPGP mengganti nama menjadi Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman. 
 
B. Visi dan Misi 
1. Visi 
Terwujudnya Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung yang 
andal, legal dan berwawasan lingkungan. 
2. Misi 
a. Menyelenggarakan perencanaan teknis perumahan, pemukiman, 
dan gedung pemda dan lingkungan perumahan yang akurat dan 
realistis. 
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b. Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan pemukiman, 
perawatan rumah susun dan pengadaan lahan yang layak, aman, 
terjangkau dan berwawasan lingkungan. 
c. Menyelenggarakan pembinaan teknis dalam perancangan 
arsitektur, perancangan konstruksi dan anggaran serta perancangan 
mekanikan dan elektrikal dalam mewujudkan pembangunan 
gedung pemda yang aman, handal, dan berwawasan lingkungan. 
d. Menyelenggarakan pembinaan teknis perawatan pembangunan 
gedung pemerintah daerah efektif dan efisienn sesuai ketentuan. 
e. Menyelenggarakan perizinan dan pembinaan penghunian, 
penertiban, dan penyelesaian sengketa serta penyuluhan dan peran 
serta masyarakat. 
f. Menyelenggarakan pengelolaan rumah susun yang efektif dan 
efisien. 
g. Menyelenggarakan perencanaan penataan lingkungan perumahan 
dan pemukiman, melaksanakan dan mengawasi, mengendalikan 
pembangunan perumahan dan pelayanan atas penghunian 
perumahan, melaksanakan perencanaan, pengawasan, bimbingan 
teknis pengawasan pembangunan/perawatan bangunan gedung 
pemerintah daerah di wilayah kota administrasi dan kabupaten 
administratif. 
h. Menyelenggarakan tugas administratif yang efektif dan efisien. 
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C. Struktur Organisasi 
Sumber : PERGUB Nomor 274 Tahun 2016 
 
Struktur organisasi Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan di dasari oleh Pergub  No. 
274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Bab III Organisasi Bagian Kesatu 
tentang Susunan Organisasi Pasal 4, yaitu : 
(1) Susunan Organisasi DPRKP terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari : 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan 
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3. Subbagian Keuangan. 
c. Bidang Perencanaan Teknis, terdiri dari :  
1. Seksi Perencanaan Perumahan Rakyat; 
2. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman; dan 
3. Seksi Perencanaan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman. 
d. Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, terdiri dari : 
1. Seksi Pembangunan Perumahan Rakyat; 
2. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman; dan 
3. Seksi Pembangunan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman. 
e. Bidang Perawatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 
terdiri dari : 
1. Seksi Perawatan Perumahan Rakyat; 
2. Seksi Perawatan Kawasan Permukiman; dan 
3. Seksi Perawatan Prasarana Sarana Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman. 
f. Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, terdiri dari : 
1. Seksi Pembinaan Penghunian; 
2. Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat; dan 
3. Seksi Penyelesaian Sengketa. 
g. Suku Dinas Kota/Kabupaten; 
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h. Unit Pelaksana Teknis; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Suku Dinas 
Kota/Kabupaten yang mana pada Pergub  No. 274 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman pada Bab III Organisasi Bagian Kedelapan tentang Suku 
Dinas Kota/Kabupaten Pasal 33 menerangkan tentang : 
Susunan Organisasi Suku Dinas Kota/Kabupaten terdiri dari : 
a. Kepala Suku Dinas; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Perumahan Rakyat; 
d. Seksi Kawasan Permukiman; dan 
e. Subkelompok Jabatan Fungsional. 
Pasal 34 tentang Kepala Suku Dinas 
Kepala Suku Dinas mempunyai tugas : 
a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku 
Dinas Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; 
b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan 
Subkelompok Jabatan Fungsional; 
c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD 
dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas 
dan fungsi Suku Dinas Kota/Kabupaten 
16 
 
 
 
d. Pasal 35 tentang Subbagian Tata Usaha 
(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas 
Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi ada Suku Dinas 
Kota/Kabupaten. 
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepada Suku 
Dinas. 
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : 
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
Suku Dinas Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Suku Dinas Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 
c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran Suku Dinas Kota/Kabupaten; 
d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana 
strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas 
Kota/Kabupaten; 
e. Melaksanakan inventarisasi perumahan/bangunan yang terkena 
program pemerintah; 
f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian; 
g. Melaksanakan pengelolaan keuangan; 
h. Melaksanakan pengelolaan barang; 
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i. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku 
Dinas Kota/Kabupaten; 
j. Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan 
perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota/Kabupaten; 
k. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban 
Kantor Suku Dinas Kota/Kabupaten; 
l. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas 
Kota/Kabupaten; 
m. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas 
Kota/Kabupaten; 
n. Melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku 
Dinas Kota/Kabupaten; 
o. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas 
Kota/Kabupaten; 
p. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana 
kerja Suku Dinas Kota/Kabupaten; 
q. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan 
akuntabilitas Suku Dinas Kota/Kabupaten; dan 
r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Subbagian Tata Usaha. 
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Pasal 36 tentang Seksi Perumahan Rakyat 
(1) Seksi Perumahan Rakyat merupakan satuan kerja lini Suku Dinas 
Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat 
pada Kota/Kabupaten. 
(2) Seksi Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku 
Dinas. 
(3) Seksi Perumahan Rakyat mempunyai tugas : 
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
Suku Dinas Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Suku Dinas Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 
c. Menghimpun, mengelola, menyajikan data prasarana dan sarana 
perumahan rakyat; 
d. Merencanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana 
perumahan rakyat. 
e. Melakukan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana 
perumahan rakyat; 
f. Mengawasi pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana 
perumahan rakyat; 
g. Melaksanakan survei lokasi pembangunan perumahan rakyat; 
h. Melaksanakan pendataan perumahan rakyat; 
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i. Melaksanakan penelitian kelayakan/kondisi bangunan perumahan 
rakyat lingkup Kota/Kabupaten Administrasi; 
j. Melakukan evaluasi dan monitoring pembangunan perumahan 
rakyat; 
k. Membantu pengawasan pembangunan perumahan rakyat yang 
dilaksanakan di tingkat Provinsi; 
l. Melaksanakan inventarisasi perumahan/bangunan yang terkena 
program pemerintah; 
m. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan 
pembangunan perumahan rakyat; dan 
n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Seksi Perumahan dan Permukiman. 
Pasal 37 tentang Seksi Kawasan Permukiman 
(1) Seksi Kawasan Permukiman merupakan satuan kerja lini Suku Dinas 
Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan 
pernukiman pada Kota/Kabupaten. 
(2) Seksi Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku 
Dinas. 
(3) Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas : 
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
Suku Dinas Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Suku Dinas Kota/ Kabupaten sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 
c. Menghimpun, mengelola, menyajikan data prasarana dan sarana 
kawasan permukiman; 
d. Merencanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana 
kawasan permukiman; 
e. Melakukan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana kawasan 
permukiman; 
f. Mengawasi pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana 
kawasan permukiman; 
g. Melaksanakan survei lokasi pembangunan kawasan permukiman; 
h. Melaksanakan pendataan kawasan permukiman; 
i. Melakukan penelitian kelayakan/kondisi bangunan kawasan 
permukiman lingkup Kota/Kabupaten Administrasi; 
j. Melakukan evaluasi dan monitoring pembangunan kawasan 
permukiman; 
k. Membantu pengawasan pembangunan kawasan permukiman yang 
dilaksanakan di tingkat Provinsi; 
l. Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan 
kawasan permukiman; dan 
m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Seksi Kawasan Permukiman. 
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Bagian Kesepuluh tentang Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal 39 
(1) DPRKP dapat mempunyai Jabatan Fungsional. 
(2) Suku Dinas Kota/Kabupaten dapat mempunyai Subkelompok Jabatan 
Fungsional DPRKP. 
(3) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi 
struktural DPRKP. 
Pasal 40  
(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat 
Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup 
DPRKP dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku 
Dinas Kota atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua 
Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan 
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit 
Pelaksana Teknis. 
(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala 
Dinas dari Pejabat Fungsional yang dihormati dikalangan Pejabat 
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Fungsional sesuai keunggulan kompetensi pengetahuan, keahlian dan 
integritas yang dimiliki. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada DPRKP 
diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
D. Kegiatan Umum Kantor Walikota Sudin PRKP 
Seperti yang tercantum pada Pergub No. 274 Tahun 2016 Bab IV 
tentang Tata Kerja Pasal 41 Ayat 1 mengatakan “dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya DPRKP wajib taat dan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan”.  
Menurut Pergub No. 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Bab II 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 2 Ayat 1 “DPRKP merupakan unsur 
pelaksana yang menyelenggarakan penyelenggara urusan pemerintahan 
bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman”. 
Tugas dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
terdapat pada Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3, yaitu : 
(1) DPRKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan ayat (1), 
DPRKP menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 
DPRKP;Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggarab DPRKP; 
b. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, 
pembangunan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan dan 
perawatan, pemantauan dan evaluasi perumahan rakyat dan 
kawasan permukiman; 
c. Perencanaan, pembangunan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan, 
perawatan, pemantauan dan evaluasi perumahan rakyat dan 
kawasan permukiman; 
d. Pelaksanaan penilaian dan bimbingan teknis pengelolaan 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
e. Perencanaan, pembangunan dan perawatan/rehab total bangunan 
gedung perumahan rakyat; 
f. Pelaksanaan pembangunan dan perawatan/rehab total bangunan 
kawasan permukiman; 
g. Pengawasan perencanaan, pembangunan, perawatan/rehab total 
dan pemeliharaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
h. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pembangunan 
dan pengelolaan perumahan dan permukiman; 
i. Pengawasan dan Value Engineering (VE) terhadap bangunan 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, termasuk fasilitas 
sosial dan fasilitas umum serta sarana penunjang lainnya; 
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j. Fasilitas dan penyelesaian sengketa penghunian perumahan; 
k. Penanganan perumahaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
l. Pengawasan dan pengendaluan ijin di bidang perumahan; 
m. Pembinaan terhadap mitra jasa konstruksi di bidang perumahan; 
n. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan 
pertanggungjawaban penerimaan/pendapatan perumahan; 
o. Pemberian dukungan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan 
perangkat daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman; 
p. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
q. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan 
perawatan prasarana dan sarana perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman; 
r. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang DPRKP; 
s. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DPRKP; 
t. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi DPRKP; dan 
u. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPRKP. 
Tugas dari Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman terdapat pada Bab III Organisasi Bagian Kedelapan Suku 
Dinas Kota/Kabupaten Pasal 31, yaitu : 
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(1) Suku Dinas Kota/Kabupaten merupakan unit kerja DPRKP dalam 
pelaksanaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada 
Kota/Kabupaten. 
(2) Suku Dinas Kota/Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh kepada 
Walikota/Bupati. 
Pasal 32 
(1) Suku Dinas Kota/Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pembangunan, pengendalain/pengawasan dan bimbingan 
teknis perumahan rakyat dan kawasan permukiman di wilayah 
Kota/Kabupaten Administrasi. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku 
Dinas Kota/Kabupaten menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 
Dinas Kota/Kabupaten; 
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
Suku Dinas Kota/Kabupaten; 
c. Perencanaan penataan perumahan rakyat dan kawasam 
permukiman; 
d. Pelaksanaan peningkatan permukiman sehat dan peningkatan 
permukiman sehat dan peningkatan kualitas lingkungan 
permukiman; 
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e. Pelaksanaan pembangunan dan perawatan perumahan rakyat dan 
kawasan permukiman; 
f. Fasilitas pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah swadaya 
bekerja sama dengan para pelaku pemangku kepentingan; 
g. Pembuatan perencanaan bangunan perumahan rakyat dengan 
klasifikasi sederhana dan kawsan permukiman; 
h. Pelaksanaan pengawasan atau pemantauan/monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman; 
i. Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kebijakan pembangunan 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
j. Pembinaan penghunian perumahan dan permukiman; 
k. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas 
Kota/Kabupaten; 
l. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku 
Dinas Kota/Kabupaten; 
m. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas 
Kota/Kabupaten; 
n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan 
perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota/Kabupaten; 
o. Pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kota/Kabupaten; 
p. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 
Suku Dinas Kota/Kabupaten. 
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(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku 
Dinas Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf p, 
disampaikan oleh Kepala Suuku Dinas kepada Kepala Dinas dengan 
tembusan kepada Walikota/Bupati. 
Prestasi yang Di Raih 
Berikut merupakan uraian jumlah prestasi yang di raih Kota Administrasi 
Jakarta Selatan : 
1. Internasional : 2 
2. Nasional : 17 
3. Provinsi : 46 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Dalam kegiatan PKL yang bertempat di Suku Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman Administrasi Jakarta Selatan dengan 
alamat Jalan Prapanca Raya No. 9, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan yang berlangsung pada tanggal 10 Juli - 31 Agustus 2017 selama 
40 hari. Praktikan ditempatkan di Subbagian Tata Usaha untuk membantu 
bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengolah Perencanaan dan 
Anggaran. Tugas yang diberikan kepada praktikan, sebagai berikut : 
 
A.1 Pada Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu 
1. Melakukan pengecekan terhadap dokumen biaya bahan bakar 
dan gas Sepeda Motor dan Kendaraan Dinas Operasional. 
A.2 Pada Bagian Pengolah Perencanaan dan Anggaran 
1. Memasukkan data Monitoring dan Evaluasi Realisasi Kegiatan 
dan Anggaran SKPD/UKPD. 
2. Pengisian e-billing pajak PPh Pasal 23. 
Memasukkan data konsumsi (Makan minum rapat dan pegawai) kepada 
CV. Suka Sari dan Holland Bakery melalui e-banking.
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B. Pelaksanaan Kerja 
Pada kegiatan PKL di Suku Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Kota Jakarta Selatan, praktikan harus memahami 
tahap-tahap pekerjaan yang akan diberikan. Pekerjaan yang diberikan pun 
tidak terlalu sulit. Praktikan terlebih dahulu diberi arahan dan bimbingan 
mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu Anna Maria Sri Sunarsih dan Ibu 
Galih Triastuti, SE selaku Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf 
Pengelola Perencanaan dan Anggaran.   
Kantor Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Kota Jakarta Selatan memang tidak memiliki banyak kesibukan. Maka dari 
itu, selain diberikan tugas, praktikan juga diberikan sedikit pengetahuan 
tentang alur-alur pekerjaan yang dikira masih sulit untuk dikerjakan oleh 
praktikan. 
Penjabaran penugasan yang diberikan kepada praktikan antara lain, 
sebagai berikut : 
B.1 Pada Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu 
1. Melakukan pengecekan terhadap dokumen biaya bahan bakar 
dan gas Sepeda Motor dan Kendaraan Dinas Operasional. 
Dalam kantor pemerintahan, pasti terdapat beberapa kerndaraan 
dinas yang digunakan oleh karyawan, baik itu motor maupun mobil. 
Dalam hal pengisian bahan bakar dan gas, Sudin PRKP sudah 
bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengisian bahan bakar 
kendaraan tersebut.  
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Sebelum membayarkan tagihan pembayaran ke pihak ketiga, Sudin 
terlebih dahulu menerima beberapa dokume dari pihak ketiga untuk 
dicocokkan dengan rekap yang tercatat di Sudin PRKP.  Pengecekan 
tracking ini penting bagi Sudin PRKP. Karena terkadang data yang 
terdapat di rekap invoice, tidak sesuai dengan yang tertera di 
tracking. Berikut langkah-langkah pengerjaan untuk pengecekan 
dokumen biaya bahan bakar dan gas: 
a. Sudin PRKP, dalam hal ini Bendahara, menerima data tracking 
dan invoice selama sebulan dari pihak ketiga. 
b. Praktikan mendapat dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari 
bendahara. 
c. Praktikan memeriksa data tracking dan rekap invoice perihal 
persamaan tanggal pembelian, jumlah pembelian (untuk bahan 
bakar dan gas, dalam satuan liter), dan biaya yang dikeluarkan. 
(Lihat lampiran 6 dan lampiran 7) 
d. Praktikan memeriksa rekap invoice dengan data invoice. (Lihat 
lampiran 8) 
e. Setelah selesai memeriksa dokumen terkait, praktikan 
mengembalikan dokumen tersebut ke bendahara untuk di proses 
lebih lanjut. 
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B.2 Pada Bagian Pengelola Perencanaan Anggaran 
1. Memasukkan data Monitoring dan Evaluasi Realisasi Kegiatan 
dan Anggaran SKPD/UKPD. 
Memasukkan  data pada monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan 
dan anggaran ini dilakukan untuk memantau /atau melaporkan 
kegiatan yang menggunakan anggaran yang berada di Sudin sudah 
dilaksanakan sampai sejauh mana, dan realisasi pekerjaan dan 
keuangan sudah sesuai atau belum. Maka dari itu, memasukkan data 
Monitoring dan evaluasi ini dilakukan setiap satu kali dalam 
seminggu. Berikut langkah-langkah pengerjaan untuk pengisian 
Monev : 
a. Praktikan menerima laporan pertanggungjawaban bendahara 
pengeluaran dari bendahara. 
b. Praktikan memeriksa apakah ada dana SPJ Belanja Fungsional 
yang dikeluarkan. 
c. Jika ada dana yang dikeluarkan, praktikan mencatat pengeluaran 
dana tersebut dalam monev realisasi anggaran pada bulan yang 
bersangkutan. (Lihat lampiran 9) 
2. Pengisian e-billing pajak PPh Pasal 23. 
Pengisisan e-billing ini dimaksud untuk mengirim data 
pemberitahuan kepada ke Dirjen Pajak tentang data pembayaran 
pajak yang akan dibayarkan. E-billing pajak memungkinkan wajib 
pajak untuk membayar pajak secara online, tanpa harus datang dan 
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antri di bank. E-billing pajak ini menggantikan sistem pembayaran 
pajak manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 
Tahap pengisian e-billing sebagai berikut : 
a. Praktikan diberi kwitansi yang didapat dari pihak ketiga oleh 
bidang penganggaran. 
b. Buka website djponline.pajak.go.id (Lihat lampiran 10) 
c. Log in dengan memasukkan Nomor NPWP, password, dan kode 
keamanan yang tersedia. 
d. Setelah berhasil log in, akan muncul tampilan awal web. (Lihat 
lampiran 11) 
e. Masuk ke Form Surat Setoran Elektronik (SSE). (Lihat lampiran 
12) 
f. Dalam form tersebut, sudah tertera NPWP, Nama dan Alamat. 
Kemudian, isi jenis pajak (PPh Pasal 23 untuk pembayaran 
snack), jenis setoran, masa pajak (bulan pembayaran pajak 
dilakukan), tahun pajak, jumlah setor, dan uraian (berisi tentang 
tujuan pembayaran pajak). Lalu simpan. (Lihat lampiran 13) 
g. Setelah Form SSE disimpan, praktikan melaporkan kembali ke 
bagian penganggaran. Data yang telah disimpan tersebut akan 
masuk ke Dirjen Pajak. Setelah Sudin membayar pajak melalui 
e-banking, Dirjen pajak akan mengeluarkan surat pemberitahuan 
pelunasan pajak. 
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3. Memasukkan data konsumsi (Makan Minum Rapat dan 
pegawai) kepada CV. Suka Sari Snack dan Holland Bakery 
melalui e-banking. 
Walaupun tertulis “membayarkan”, namun praktikan hanya mengisi 
data transaksi yang akan dibayar dan menyimpannya. Untuk 
penyetujuan transfer, dan kegiatan transfer sendiri akan dilakukan 
oleh bendahara dengan menggunakan user ID Kasudin. Berikut 
langkah-langkah yang praktika lakukan : 
a. Praktikan diberi nota/faktur yang didapat dari pihak ketiga oleh 
bagian penganggaran. 
b. Buka website ib.bankdki.co.id (Lihat lampiran 14) 
c. Masukkan user ID bendahara, password dan respon apply 1 
(token) 
d. Setelah sukses login, akan muncul tampilan awal web. (Lihat 
lampiran 15) 
e. Pilih menu transfer dana. (Lihat lampiran 16) 
f. Untuk pembayaran ke CV. Suka Sari, masuk ke dalam menu 
“transfer Bank DKI” untuk transfer ke dalam satu bank. (Lihat 
lampiran 17) 
Tahap pengisian : 
1) Masukkan data no rekening sumber 
2) Masukkan data no rekening tujuan 
3) Jumlah dana yang akan di transfer 
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4) Masukkan data berita 
5) Masukkan data security code yang di dapat dari Bank DKI 
6) Lanjut 
g. Untuk pembayaran ke Holland Bakery, masuk ke dalam menu 
“transfer ke Bank Lain” untuk transfer antar bank. (Lihat 
lampiran 18) 
Tahap pengisian : 
1) Masukkan data no rekening sumber 
2) Masukkan data no rekening tujuan 
3) Jumlah dana yang akan di transfer 
4) Masukkan data berita 
5) Masukkan data security code yang di dapat dari Bank DKI 
6) Lanjut 
h. Masuk ke dalam menu otorisasi, detail. (Lihat lampiran 19) 
i. Setelah muncul tampilan seperti di bawah, periksa detail 
transaksi, lalu setuju. (Lihat lampiran 20) 
j. Setelah selesai semua, log out dan beritahu bendahara untuk 
memeriksa data transfer untuk segera transfer pembayaran   
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Kendala yang dihadapi oleh praktikan selama masa PKL 
berlangsung cukup beragam, mulai dari masalah dalam pekerjaan, luar 
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pekerjaan, maupun berasal dari dalam diri praktikan sendiri. Kendala-
kendala tersebut yaitu : 
a. Belum disediakannya Panduan/SOP (Standard Operating Procedure) 
agar orang lain (selain pegawai) dapat mempelajari pekerjaan tersebut. 
b. Sarana dan prasarana yang tersedia belum dapat dipergunakan secara 
maksimal.  
c. Struk dalam data tracking yang akan di periksa sering sekali kurang 
jelas sehingga sulit untuk memeriksa kesamaan dengan data di invoice. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Beberapa cara yang praktikan lakukan untuk mengatasi kendala yang 
dialami selama melaksanakan kegiatan PKL : 
a. Praktikan harus meminta untuk diberi bimbingan dan arahan semua 
pekerjaan yang diberikan kepada praktikan tentang tahap pengerjaan 
pekerjaan tersebut, baik dengan pembimbing maupun dengan 
karyawan lain. 
b. Praktikan mecoba untuk melakukan beberapa langkah pencegahan agar 
tidak mengganggu proses pengerjaan pekerjaan yang diberikan kepada 
praktikan. 
c. Praktikan mengkonfirmasi kepada karyawan yang memberikan data 
untuk pengecekan lebih lanjut. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Selama melaksanakan PKL di Suku Dinas DPRKP, praktikan 
mendapatkan banyak pengetahuan baru dan pengalaman bekerja di salah 
satu bagian di kantor Walikota. Praktikan juga dapat melatih cara 
menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi selama 
praktikan melakukan PKL di Suku Dinas DPRKP. 
Selama pelaksanaan PKL di Suku Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Walikota Jakarta Selatan, praktikan dapat mengambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktikan dapat mengetahui bagaimana alur pekerjaan di Sudin 
DPRKP dengan detail. 
2. Praktikan dapat mengetahui cara melakukan pengecekan terhadap 
dokumen biaya. 
3. Praktikan dapat mengetahui cara menggunakan e-billing Surat Setoran 
Pajak Elektronik (SSE). 
4. Praktikan dapat mengetahui cara dasar menggunakan Cash 
Management System untuk transaksi pembayaran sederhana. 
5. Selama praktikan melaksanakan PKL ini, praktikan di tuntut untuk 
bersikap cermat, disiplin, dan teliti dalam segala hal. Praktikan juga 
dapat merasakan bagaimana dunia kerja itu.
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B. Saran 
1. Bagi Mahasiswa 
Untuk praktikan kedepannya harus lebih mempunyai wawasan tentang 
bidang kerja yang akan dijalani. Menambah pengetahuan tetang hal 
lain juga yang mungkin dapat membantu praktikan untuk 
mempermudah pekerjaan praktikan. Praktikan harus dapat mengetahui 
dan mencari bidang kerja yang ingin dijalani sesuai dengan 
kemampuan praktikan. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
Untuk UNJ, diharapkan agar dapat melakukan pengarahan terlebih 
dahulu sebelum mahasiswa memulai PKL, agar mahasiswa dapat 
diberikan bekal bimbingan dan arahan dalam menjalani PKL. UNJ 
diharapkan dapat memperpajang masa PKL mahasiswa, karena ada 
beberapa perusahaan yang merekrut mahasiswa yang sedang magang, 
agar mahasiswa dapatmengamankan pekerjaan setelah lulus nanti. 
3. Bagi Sudin PRKP 
Diharapkan Sudin PRKP telah menyiapkan bahan panduan pekerjaan 
agar dapat digunakan oleh mahasiswa yang magang disana, dan dapat 
memperbaiki fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh karyawan agar 
tidak terjadi error dan menjadi hambatan bagi karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaannya.   
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Lampiran 1 
Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 
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Lampiran 4 
Log Harian Praktik Kerja Lapangan 
Tabel Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
Walikota Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Jakarta 
Selatan 
No
. 
Hari/Tanggal Kegiatan Pembimbing 
1 Senin, 10 Juli 2017 
Perkenalan dengan seluruh karyawan dan 
melihat ruangan. 
Muhamad 
Ramdani 
2 Selasa, 11 Juli 2017 
Izin Perkuliahan. Muhamad 
Ramdani 
3 Rabu, 12 Juli 2017 
Izin Perkuliahan. Muhamad 
Ramdani 
4 Kamis, 13 Juli 2017 
Materi 1 : Tahap Pemesanan Snack Untuk 
Rapat. 
Muhamad 
Ramdani 
5 Jumat, 14 Juli 2017 
Membantu pengarsipan surat. Muhamad 
Ramdani 
6 Senin, 17 Juli 2017 
Pengecekan dokumen biaya bahan bakar 
dan gas Sepeda Motor Dinas Operasional. 
Muhamad 
Ramdani 
7 Selasa, 18 Juli 2017 
Memasukkan data Monev Realisasi 
Kegiatan dan Anggaran SKPD/UKPD. 
Muhamad 
Ramdani 
8 Rabu, 19 Juli 2017 
Pengecekan dokumen biaya servis 
Kendaraan Operasional. 
Muhamad 
Ramdani 
9 Kamis, 20 Juli 2017 
Pengecekan dokumen Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Kerja Sudin PRKP 
(Mesin Absensi, Komputer/PC, 
NoteBook/Laptop, dan Printer). 
Muhamad 
Ramdani 
10 Jumat, 21 Juli 2017 
Materi 2 : Alur Pembayaran Secara 
Langsung ke Pihak ke-3  
Muhamad 
Ramdani 
11 Senin, 24 Juli 2017 
Memasukkan data Monev Realisasi 
Kegiatan dan Anggaran SKPD/UKPD. 
Muhamad 
Ramdani 
12 Selasa, 25 Juli 2017 
Pengisian e-billing untuk bayar snack. Muhamad 
Ramdani 
13 Rabu, 26 Juli 2017 
Materi 3 : Inventarisasi Bangunan Terkait 
Dengan Kegiatan Pengadaan Tanah Di 
Provinsi DKI Jakarta. 
Muhamad 
Ramdani 
14 Kamis, 27 Juli 2017 
Membantu memeriksa lampiran unit 
Penyedia Jasa Tenaga Administrasi di 
Sudin PRKP untuk proses pembayaran 
Muhamad 
Ramdani 
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tenaga PHL. 
15 Jumat, 28 Juli 2017 
Pengecekan dokumen biaya bahan bakar 
dan gas Kendaraan Dinas Operasional. 
Muhamad 
Ramdani 
16 Senin, 31 Juli 2017 
Materi 4 : Metode Pembayaran Pihak Ke-
3 Jasa Telepon, Air, Listrik, dan Internet 
(TALI). 
Muhamad 
Ramdani 
17 
Selasa, 1 Agustus 
2017 
Memasukkan data Monev Realisasi 
Kegiatan dan Anggaran SKPD/UKPD. 
Muhamad 
Ramdani 
18 
Rabu, 2 Agustus 
2017 
Materi 5 : Macam-macam SPP dan SPM 
yang Diajukan Oleh SKPD/UKPD ke 
Suku Badan Pengelola Keuangan. 
Muhamad 
Ramdani 
19 
Kamis, 3 Agustus 
2017 
Materi 6 : Masalah Yang Sering Muncul 
Dalam Pengajuan SPM. 
Muhamad 
Ramdani 
20 
Jumat, 4 Agustus 
2017 
Membantu menyusun data lengkap 
karyawan. 
Muhamad 
Ramdani 
21 
Senin, 7 Agustus 
2017 
Memasukkan data Monev Realisasi 
Kegiatan dan Anggaran SKPD/UKPD. 
Muhamad 
Ramdani 
22 
Selasa, 8 Agustus 
2017 
Mencatat surat masuk. Muhamad 
Ramdani 
23 
Rabu, 9 Agustus 
2017 
Pengecekan dokumen Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Kerja Sudin PRKP 
(Mesin Absensi, Komputer/PC, 
NoteBook/Laptop, dan Printer). 
Muhamad 
Ramdani 
24 
Kamis, 10 Agustus 
2017 
Pengecekan dokumen Sewa Mesin 
Fotocopy Sudin PRKP. 
Muhamad 
Ramdani 
25 
Jumat, 11 Agustus 
2017 
Rapat Rekonsiliasi I Muhamad 
Ramdani 
26 
Senin, 14 Agustus 
2017 
Pengecekan dokumen biaya bahan bakar 
dan gas Sepeda Motor Dinas Operasional. 
Muhamad 
Ramdani 
27 
Selasa, 15 Agustus 
2017 
a. Rapat Rekonsiliasi II 
b. Men-input Monev Realisasi Kegiatan 
dan Anggaran SKPD/UKPD. 
Muhamad 
Ramdani 
28 
Rabu, 16 Agustus 
2017 
Izin. Muhamad 
Ramdani 
29 
Kamis, 17 Agustus 
2017 
Libur Nasional Hari Kemerdekaan. Muhamad 
Ramdani 
30 
Jumat, 18 Agustus 
2017 
Acara 17 Agustus Muhamad 
Ramdani 
31 
Senin, 21 Agustus 
2017 
Dibayarkan Makan Minum Rapat untuk 
bulan Mei 2017 kepada CV. Suka Sari 
Snack (Melalui e-banking). 
Muhamad 
Ramdani 
32 Selasa, 22 Agustus Pengecekan dokumen biaya servis Muhamad 
  47 
 
 
 
2017 Kendaraan Operasional. Ramdani 
33 
Rabu, 23 Agustus 
2017 
Pengecekan dokumen biaya bahan bakar 
dan gas Kendaraan Dinas Operasional. 
Muhamad 
Ramdani 
34 
Kamis, 24 Agustus 
2017 
Materi 7 : Kegiatan Ruang Publik Terpadu 
Ramah Anak (RPTRA) 
Muhamad 
Ramdani 
35 
Jumat, 25 Agustus 
2017 
Pengisian e-billing pajak PPh Pajak 23. Muhamad 
Ramdani 
36 
Senin, 28 Agustus 
2017 
Membayarkan snack box rapat untuk 
bulan Juli 2017 kepada Holland Bakery 
(Melalui e-banking). 
Muhamad 
Ramdani 
37 
Selasa, 29 Agustus 
2017 
a. Membantu memeriksa lampiran unit 
Penyedia Jasa Tenaga Administrasi di 
Sudin PRKP untuk proses pembayaran 
tenaga PHL. 
b. Membayarkan snack box rapat 14 dan 
28 Agustus 2017 (Melalui e-banking). 
Muhamad 
Ramdani 
38 
Rabu, 30 Agustus 
2017 
Membayarkan snack box rapat untuk 11 
Agustus 2017 kepada Holland Bakery 
(Melalui e-banking). 
Muhamad 
Ramdani 
39 
Kamis, 31 Agustus 
2017 
Membayarkan snack box untuk 4 Agustus 
2017 kepada Holland Bakery (Melalui e-
banking). 
Muhamad 
Ramdani 
Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 5 
Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 6 
Data Tracking Shell 
Sumber : PD. ALMUBARAK ENERGY 
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Lampiran 7 
Rekap Invoice Shell 
Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 8 
Invoice Shell 
Sumber : PD. ALMUBARAK ENERGY 
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Lampiran 9 
Monev Realisasi Anggaran 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 10 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 11 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
Lampiran 12 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 13 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 14 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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 Lampiran 15 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
 Lampiran 16 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 17 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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 Lampiran 18 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 19 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 20 
 Sumber : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan 
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Lampiran 21 
Kartu Konsultasi Pembimbing Penulisan Praktik Kerja Lapangan 
 Sumber : Universitas Negeri Jakarta 
 
